Menimbang

Mengingat

BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR Q00 /1\4q / gern [ 2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KARO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

S. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856};

6. Undang-Undang...



Menetapkan
KESATU

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Karo di Provinsi Sumatera Utara {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6935);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

11.

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran
Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 08 Tahun 2022

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 08, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);

14. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022
Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

: Menetapkan Pejabat Pelaksana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan daftar nama
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri

atas :

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
Kuasa Bendahara Umum Daerah;
Pengguna Anggaran;

Kuasa Pengguna Anggaran;

Bendahara Penerimaan;

Bendahara Pengeluaran; dan

Bendahara Pengeluaran Pembantu.

: Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a bertugas:

a.

g D

f.
g.

koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah, paling
sedikit meliputi penyusunan sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan daerah, penyusunan kebijakan
akuntansi pemerintah daerah dan penyusunan laporan
keuangan pemerintah daerah;

koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD,
rancangan perubahan APBD, dan rancangan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang
pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

memimpin TAPD; dan

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
kepala daerah.

. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Diktum Kedua huruf b memiliki tugas dan wewenang:

a.

b.

S0e s

menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
keuangan daerah;

menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan
Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah;

melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
mengesahkan DPA-SKPD;

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

memberikan  petunjuk  teknis pelaksanaan  sistem
penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

i. menetapkan anggaran kas dan SPD;

i s

3~
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menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan
atas nama pemerintah daerah;

melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah;

menyajikan informasi keuangan daerah;

melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal
penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak
dilakukan melalui RKUD;

melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
membuka rekening Kas umum daerah;

membuka rekening pengeluaran; dan

menyusun laporan keuangan yang merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

KELIMA...



KELIMA

KEENAM

: Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Diktum Kedua huruf ¢ memiliki tugas:

a.

menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun
dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD
untuk ditetapkan oleh BUD ;

b. menyiapkan SPD;

c. menerbitkan SP2D;

d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD
oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah
ditunjuk;

e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD;

f. menyimpan uang daerah;

g. melaksanakan penempatan uang daerah dan
mengelola/menatausahakan investasi;

h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas
Beban APBD;

i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama
pemerintah daerah;

j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

k. melakukan penagihan piutang daerah.

1. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam
mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana
bergulir yang tidak tertagih atas investasi;

m. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam
mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana
bergulir yang tidak tertagih atas investasi; dan

n. bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan

Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

: Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum

Kedua huruf d memiliki tugas dan wewenang:

a0 op

e
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menyusun RKA-SKPD;

menyusun DPA-SKPD;

menyusun anggaran kas SKPD;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran
pembiayaan;

melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

menyusun dan menandatangani dokumen = Naskah
Perjanjian Hibah Daerah (NPHD];

menyusun dan menandatangani dokumen Pemberian
Bantuan Sosial;

melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli
daerah;

mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak
lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
menandatangani SPM;

. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi

tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

menyusun dan menandatangani dokumen permintaan
pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan
pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening
Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan
pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut;

0. mengawasi...



KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

S.

mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
menetapkan PPTK, PPK-SKPD, Pembantu Bendahara
Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan
Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya
dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD; dan
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
kepala daerah melalui sekretaris daerah.

: Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Diktum Kedua huruf e melaksanakan kewenangan yang
dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran, meliputi:

a.

b.
.

- o

g.
h.

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja;

melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak
lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung
jawabnya;

melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Pengguna Anggaran.

: Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

Kedua huruf f memiliki tugas dan wewenang:

a.

menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas
umum daerah, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang
diterimanya.

meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima
langsung melalui RKUD;

melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah;

meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima
dengan jumlah yang telah ditetapkan;

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
pendapatan daerah yang diterimanya;

menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan daerah;

bertanggung jawab secara administratif dengan membuat
laporan pertanggungjawaban secara administratif atas
penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada Pengguna
Anggaran; dan

. bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat

laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas
penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD
selaku BUD.

: Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum

Kedua huruf g memiliki tugas dan wewenang:

a.

b.

mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP
UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

c. melaksanakan...



KESEPULUH

c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang
dikelolanya;

d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif
kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara
fungsional kepada BUD secara periodik;

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan
Kepala Daerah;

i. memeriksa kas secara periodik;

j. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau
dokumen fisik dari bank;

k. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;

l. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas
pengembalian  belanja  akibat koreksi atau  hasil
pemeriksaan internal dan eksternal;

m. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD
yang melaksanakan fungsi BUD;

n. bertanggung jawab secara administratif dengan membuat
laporan pertanggungjawaban secara administratif atas
penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada Pengguna
Anggaran; dan

o. bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat
laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas
penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD
selaku BUD.

: Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud

dalam Diktum Kedua huruf h memiliki tugas dan wewenang:

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP
TU dan SPP LS;

b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara

Pengeluaran;

menerima dan menyimpan TU dari BUD;

melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU

yang dikelolanya;

e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,;

h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif
kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara
fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik;

i. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan
oleh Kepala Daerah;

j. memeriksa kas secara periodik;

k. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau
dokumen fisik dari bank;

l. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada
tahun berjalan,;

m. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas
pengembalian  belanja  akibat koreksi atau hasil
pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan;

oo

n. bertanggung...



n. bertanggung jawab secara administratif dengan membuat
laporan pertanggungjawaban secara administratif atas
pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA;
dan

0. bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat
laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas
pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD
selaku BUD.

KESEBELAS : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 yang dikelola oleh

masing-masing perangkat daerah.

KEDUA BELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

plal di Kabanjahe
gFal 20 Desermber 9024

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan sebagai laporan;

2. Sdr. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Karo;

3. Sdr. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karo;

4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KARO

NOMOR 900/1199/BKAD/2024

TANGGAL 20 DESEMBER 2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA PEJABAT PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA

NIP

SKPD/UNIT KERJA

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Dr. JASURA PINEM, M.Kes

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta
Pertanahan




NAMA

NIP

SKPD/UNIT KERJA

dr. ARJUNA WIJAYA, SpP

19700108 200008 1 002

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB

Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta
Pariwisata

______________________________________________________________________________________




NAMA

NIP

SKPD/UNIT KERJA

RAMLI OKTAR TARIGAN, SH

19691030 199403 1 003

Kecamatan Mardingding

_____________________________________________________________________________________




NAMA

NIP

SKPD/UNIT KERJA

JUSNITA BR SEMBIRING

19830710 201001 2 028

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta
Pariwisata

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta
Pertanahan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak serta Pengendalian Penduduk dan KB




NAMA

NIP

SKPD /UNIT KERJA

ESTI ESTERIA SITUMORANG

....................................................................................

....................................................................................

19780616 200901 2 005

Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta
Pariwisata




NAMA

NIP

SKPD/UNIT KERJA

ALVIA ROSA, A.Md,Ak

RAFELLI BR SINUHAJI, SH

19960928 202203 2 008

19731216 199303 2 002

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM




